
BAB I 

PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang diangap sebagai 

kejahatao yang menghambat kelancarao pembangunan, di samping merupakan 

tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang bcrlaku dan 

norma sosial lainnya. Dimana selama kurang lebih t iga dasawarsa korupsi 

me rupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi 

adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tcntu ujung 

paogkalny a. 

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia 

bclum bisa l.:pas dari "ab:ih korupsi ini, "alaupun telah banyak peraruran dan undang-und•ng 

yang dikcluarkao untuk memberantas scmakin melajunya tingkat kualitas dan kuanlitaS 

kcjahallm korupsi ini. Ocbcrapa uodaog-uodang lelah dibual yailu Undang-uodang No. 74 

Tahun 1975 jo Uodang-undang No. 79 Tahun 1957 tcotang Keadaan Bahaya. Kemudiao 

diganti lagi Pengusutan, Pcnuntutan, dan P.:meril..S33n Tindak Pidana Korupsi. Kcmudian 

dignnti lagi dengan Undang·undang No. 3 Tohun 1971 tcntang Pembcrantasan Tindnk Pidana 

Korupsi. Semua Undang-undang ini tarnpaknya kurang efektif unluk menjcral para koruptor 

sehingg:i dikeluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mcngatasi kekurang..cfcktifan 

undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Temang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 tent ang Perubahan Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi 

alat yang ampuh untuk memberantas korupsi ini. 

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya 

dalam tubuh negara karena aklbat dari penyaklt itu dapat menghambat lajunya 

roda pembangunan sekaligus mcngurangi wibawa perneriniah di mata 

masyarakat, maka perlu diberanlas dengan tunlas. 

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menanlang kejahatan 

korupsi timbul dari pcmcrintah. bahkan sudah mcrupakan kampanyc dari 

pemerinlah serta didukung oleh semangat rakyat unluk membcrantasnya. 

Pcmbicaraan terhadap kejahalan korupsi dibahas di berbagai media massa baik 

mclalui media penerangan, surat kabar, rnajalah dan tercantum scbagai suatu 

pcmbicaraan di berbagai tcmpat diskusi. 

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan-pembicaraan tentang masalah 

L:orupsi ini dan dihubungkan dcngan aturan pidana yang ada di Indonesia. 

penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pclaku dan 

pertanggung jawabannya. 

Suatu hal yang sangat mendasar dari perilaku korupsi ini adaluh korupsi 

�ang lerjadi dalam lingkungan mekanismc peradilan dari mulai polisi sampai 

l.epada pengadilan. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena 

•.eberadaan mekanisme peradilan khususoya pengadilan diperankan dan 

dikonsepkan dalam bidaog penegakan hukum, tetapi kenyataan yang ditemukan 

tcrnyata pengadilan menjadi suatu tumpuan pelaksanaan korupsi. 
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